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IZIN MENEMPATI KIOS PASAR DAERAH DAN LAYANAN TERA DI 

KOBAR ALAMI PERUBAHAN 

 
Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com/ 

Pangkalan Bun (ANTARA) - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan 

UKM (Disperindagkop UKM) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan 

Tengah menyatakan ada beberapa perubahan dalam hal penerbitan surat Surat Izin 

Menempati Kios Pasar Daerah, dan Layanan Tera maupun Tera Ulang. 

Sekretaris Disperindagkop UKM Kobar Retno lestari di Pangkalan Bun, Kamis 

mengatakan bahwa perubahan untuk penerbitan Surat Izin Menempati Kios Pasar Daerah 

sekarang ini mensyaratkan adanya dokumen tambahan. 

"Dokumen tambahan itu mulai dari Kartu Identitas Pedagang, Surat Izin Perpanjang 

Kios, serta kartu bukti pedagang," beber dia. 

Sementara untuk layanan Tera baru ataupun Tera Ulang, lanjut dia, kini dipastikan 

tidak lagi memungut biaya atau gratis, sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan 

akses layanan. 

Hal tersebut disampaikannya saat dirinya memimpin langsung Forum Konsultasi 

Publik (FKP) yang belum lama ini di laksanakan oleh pihaknya. Di mana FKP tersebut 

bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam perbaikan layanan publik. 

"Melalui forum tersebut diharapkan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan 

stakeholder dalam pengawasan serta penyampaian masukan yang membangun, sehingga 

perbaikan layanan publik dapat terus ditingkatkan di masa mendatang," disampaikannya. 

Kegiatan itu di hadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan stakeholder, yang 

bersama-sama berkomitmen memantau dan mengawasi progres perbaikan yang akan 

dilaksanakan oleh unit pelayanan sesuai usulan dan rekomendasi yang telah disepakati. 

"Sinergi antar pemangku kepentingan ini menjadi kekuatan dalam memastikan 

pelayanan publik yang semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," 

demikian Retno Lestari. 
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Catatan: 

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli 

Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan 

desentralisasi. 

 


